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Menlmbang : a.

BI'PATI BARRU,

bahwa untuk melaksana_kan ketentuar pasal 44
Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2021 tentang penerimaan peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar. Sekotal
Menengah Pertama, Sekolah Menengal Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan, pemerintah Daerah
menyusun dan menetapkan kebljakan penerimaan

Peserta Didik Baru;

balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan

Bupati tentang penerimaan peserta Didik Baru pada
Taman l(anak-Kanak, Sekotah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (t,embaran
Negara Republik lndonesia Taiun 1959 Nomor 74,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
14221;

Undang-Undaag Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikal Nasional (kmbaran Negara Repubtik

Mengingat : 1

b.

t

2.



Indonesia Tahun 20O3 Nomor 78, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undalgan

(Lmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan l,€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Unda-ng Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lcmbaj-an Negara

Republik lndonesia Talnr, 2022 Nomor 143, Tambahan

kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang

Pemerintahan Daera-h (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenl-aI.g Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Iembaral NeBara Republik Indonesia Taltun

2022 Nomcr 4, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Talun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidilan (kmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor

5105), sebagaimana telal diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturar Pemerintah Nomor l7 Tahun 2010

tentang Pengelolaar dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 1 12, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah



Menengah pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekotah
Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1l Tahun
2O2O tenta\E Sistem penyelenggaraan pendidikan
(tembaral Daerah Kabupaten Barru Tahun 2O2O Nomor
Il, Tambahan Lembaran Daerah lkbupaten Barnr
Nomor 8);

uEuIrfUSKAIT:

U.Eetaplen : PERATITRAII BIrpATf TEITAIIG pEf,ERIUAA.f, PEAERTA
DIDIX BARU PADA TAIA.r KAITAX- ITA"!TAIq SEKOLAH
DASAR, DAIT SEI(OL.IIH UETEI{GAH PERTAUA.

BAB I
XETIIITUAIT UUUU

P.!.t I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memirnpin pela-ksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kcwenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bam].
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintehan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang pendidikan.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat ppDB

adalah penerimaan peserta didik pada Tamar Kanak-tGnak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menenga_h perta:na

7. Calon Peserta Didik adatal mereka yang masih berusia sekolah.

8. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan
Taman IGnak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolal Menengah pertama.

9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan
lulus seleksi masuk pada sekolah.



10. Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RMP adalah

Calon Peserta Didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan

ekonomi berdasarkan data warga miskin dalam program pnanganan

keluarga tidak tuampu dari Pemerinta}l Pusat dan atau Pemerintah

Daerah.

11. Sekolah adalai satuan pendidikan yang diselengSarakan oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/ swasta yang

terdiri atas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada ja.lur pendidikan formal

yang menyelenggarakar program pendidikan bagi anak berusia 4

(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Sekolah Dasar yang selanjumya disingkat SD adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan formal yarlg menyelenggarakan pendidikan

umum pada jenjang pendidikan dasar.

14. Sekolah Menengah Pertama yang selaljutnya disingkat SMP, adalah

salah satu bcntuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari

SD, Madrasah lbtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau larjutan
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah

Ibtidaiyah.

15. Sekolah perbatasan adalah satuan

oleh Pemerintah Daerah yang

Kota/Kabupaten lain.

16. Rombongar Belajar adalah kelompok peserta didik yang terda-ftar pada

satuan kelas dalam satu sekolah.

17. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar
TK/RA, SD/MI, SMP, dan/atau sederajat.

18. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Daprodik adalah
suatu sistem pendataan yang dikelota oleh Kementrian pendidikan dan
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik,
pendidik darr tenaga kependidikan, dan subtansi pendidikan yang

datanya bersumber dari dari satuan pendidikan dasar dan menengah

yang terus menerus diperbaharui secara dalam jaringan (daring).

19. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan
pada radius atau jalak tempat tinggal calon peserta didik dengan

Sekolah yang dituju dalam wilayah zonasi tertentu.

pendidikan yang diselenggarakan

berbatasan langsung dengal



20. Wilayah Zonasi adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan radius

atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

21. Kuota adatah besaran presentase ca.lon peserta didik yang akan

diterima berdasarkan ja.lur Penerimaan Peserta Didik Baru.

22. Pengisian Data adalah proses memasukan informasi berkaitan dengan

data diri ke dalam sistem aplikasi dalam rangka Penerimaan Peserta

Didik Baru.

23. Corona Virus Disease 2Ol9 ya,rg selanjutnya disebut COVID-19 adalah

penyakit menular yeng disebabkan oleh Severe Acute Respiratory

s).ndrome-corona virus-2.

BAE II
ASAS, TU.'UAT DAII RUAIO LITGKI'P

Pu.l 2

(1) PPDB dilakukan berasaskan:

a. objektif;

b. transparan; dar
c. akuntabel.

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa

dislqiminasi kecuali bagi sekoLah yang secara khusus dirancang untuk
melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Prrt 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan

b. pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Prral 4

Ruang Lingkup yang diatur da.lam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. tata care PPDB;

b. sekolah perbatasan;

c. perpindahan Peserta Ddik; darr

d. kepanitiaan dan pengawasan.



BAA In
TATA CARA PPDB

Btghn Nctrtu
PcErrat t.n

Prlel 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

a. paling rendah 4 (empat) taiun dan paling tinggr 5 (lima) tahun
kelompok A; dan

b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun
kelompok B.

untuk

untuk

12)

(3)

(4)

(s)

P.8l 6
(1) Calon Peserta Didik baru kelas I (satu) SD harus memenuhi

persyaratan usia:

a) 7 (tujuh) taiun; atau

b) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal I Juli tahun berjalan.
Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon
peserta didik baru kelas I (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi pating rendah 5
(lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal f Jut tahun beialan bagr

calon pesena didik yang memiliki:

a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa;

b. kesiapan psikis.

Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat
istimewa dan kesiapal psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibuktikan dengan rekomendasi tertutis dari psikolog professional.

Dalam hal psikolog professional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidal< ters€dia, rekomendasi dapat dilakukal oleh dewan gum sekolai
yang bersargku tan.

Parel 7
Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMp harus memenuhi persyaratan:

b.

berusia paling tinggr 15 (tima belas) tahun pada tanggal I Juli tahun
berjalan; dan

telah menyelesaikar: kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yarg sederajat.

a



P...1 E

(1) Persyaratan usia sebagaimara dimaksud dalam Pasal 5, pasal 6 ayat
(l), dan Pasal 7 hurufa dibuktikan dengan:

a akta kelahiran; atau

b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang

dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain
yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

12) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan

untuk sekolah dengar kriteria;

a. menyelenggara-kan pendidikan khusus;

b. menyelenggaralan pendidikan layanan khusus; dan

c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

PerEt 9

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 7,

calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah

di luar negeri wajib melampirkan surat r€komendasi izin belajar.

(2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud

pada ayat (11 disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah untuk calon peserta didik baru SMP.

(3) Ketentuan sebagiamana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) berlaku

untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara

asing.

Pr$I lO
Bagi sekolah yarg menerima peserta didik warga negara asing wajib

menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa [ndonesia paling singkat

6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutar.

P.t l 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikar dari

ketentuan persyaratar :

a. batas usia sebagaimana dimaksud datam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan

Pasal 7 huruf a; dan

b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8.



(1)

(21

(r)

(2)

pad t2
Calon Peserta Didik wajib melampirkan surat pemyataan dari orang
tua/wali peserta didik yarg menyata.kan bersedia diprcses secara
hukum apabila terbukti memalsukan data atau informasi dalam
proses PPDB.

Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data atau informasi dalam
proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama
Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta
menindaklanjuti hasil verihkasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Brgtea Kcdue
Jalur Pcndaftaraa drn Nuota ppDB

Pengnf I
UEUE

pqnl lO
Pemerintal Daerah melaksanakan pendaftaran ppDB melatui jalur:
a. zonasi;

b. a-firmasi;

c. perpindahan tugas orang tua/wati; dar/atau
d. prcstasi.

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri
atas:

a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya
tampung s€kolah; dan

b. jalur zonasi SMP pa.ling sedikit 50% (lima putuh persen) dari daya
tampung sekolah;

Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pafing
sedikit l5% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaima:ra dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling banyal< 5olo (lima persen) dari daya tampung
Sekolah.

Jalur prestasi sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) huruf d paling
bal.yak 25o/o (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekotah.
Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dar ayat (5) pemerintah Daerah dapat
mengalihkan kuota kepada Jalur Zonasi.

(3)

(4)

(s)

(6)



(l)

(2)

(l)

(21

Pat I14
Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasa.l 13 ayat (l)
berlaku untuk jalur pendaftarar Calon pescrta Didik baru
kelas I (satu) SD.

huruf d Udak

pada TK dan

par.I l s
Kuota daya tampung ppDB setiap Sekolah diusulkar oleh Kepala
Sekolah yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
dan diumumkan kepada masyarakat oteh Dinas.
Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7
(tujuh) SMP sesuai dengan data rcmbongan be.lajar dalam Dapodik
dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru
sesuai dengan Standar Nasional pendidikan.

paral 16

SMP yarg diselenggarakan oleh masyarakat penerima dana Bantuan
Op€rasional Sekolah harus menyediakan kuota paling sedikit 2@/o ldua
puluh persen) bagi calon peserta didik dalam sistem ppDB.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuota ppDB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuar
pengajuan dari penyelenggara prendidikan.

p.ngltf 2

.rrlur Zonasl
prt l lz

Jalur zpnasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (l) huruf a
diperuntukkan bagi Calon peserta Didik yang berdomisili di dalam
Wilayah Zonasi yang ditetapkan dengan Keputusar Bupati.
Domisili Calon peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berdasarkan alarnat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling
singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran ppDB.

Dalam hal kartu keluarga scbagaimana dimal<sud pada ayat (2) tidak
dimiliki oleh calon pesefta didik karena keadaan tertentu, mals diganti
dengan surat keterangan domisili.
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam; dan/atau
b. bencala sosia.t,

(1)

12)

(3)

(4)



(l)

12)

P.td 18

Calon Peserta Didik jalur zonasi berhak memilih paling banyak 2 (dua)

Sekolah yarg diselenggamkan oleh pemerintah Daemh dalam Wilayah
Zonasi.

Selain melakukan pendaltaran PpDB melalui jalur zonasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta Didik dapat melakukan
pendaftaran PPDB metalui jalur prestasi sebanyak 1 (satu) pilihan
Sekolal yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah di luar Wilayah

nasi atau melakukan pendaftaran sebanyak I (satu) pitihan Sekolah
yang diselenggarakan oleh masyarakat sepanjang memenuhi
persyaratan.

P.trI 19

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (l) huruf a,
didasarkan pada Wilayah Zonasi.

Bagi calon peserta didik SD yang berdomisili dalam radius I OOO meter
ke Sekolah yang dituju namun berbeda Wilayah nasi maka termasuk
I (satu) Wilayah Zonasi dengan Sekolah tersebut.

Bagi calon peserta didik SMP yang berdornisili dalam radius 3.000
meter ke Sekolah yang dituju namun berbeda Wilayah Zonasi maka
termasuk I (satu) Wilayah Zonasi dengan Sekotah tersebut.

Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, pemerintah

Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok keda kepala sekolah.
Bagl sckolal yang berada di perbatasan provinsi atau
Kabupaten/Kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat
dilakukan kedasama antar Pemerintah Daerah.

Daftar Sekolah berdasarkan Wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

plreisaf 3
Jalur Allrmed

prtll 20
PPDB melalui Jalur alirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (l) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
b. penyandang disabilitas.

Peserta didik baru yang berasat dari keluarga ekonomi tidak mampu
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufa wajib menyertakan:

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(r)

(21



a. bukti keikutsertaar peserta didik dalam program penanganan

ketuarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah; dan

b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang

menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti
memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan

kelauarga tidak mampu.

(3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi RMP merupakan

peserta didik yang berdomisiti di dalam dan di luar Wilayah Zonasi

Sekolah yang bersangkutan.

P .t 21

Dalam hal calon peserta didik yang menda-ftar melalui jalur afirmasi

melampaui jumtah kuota jalur alirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah

Daeral setempat, mala penentuan peserta didik dilakuka:r dengal
memperioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat

dengan sekolah.

Psralnf 4

Jalus Pcrptndahan Tuglr Onlg Tus./Walt
plrrl22

Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimala dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) hurul c merupakan jalur yang disediakan bagi

Calon Peserta Didik ketika tokasi pekedaan orang tua/wali dipindah

tugaskan.

Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibulrtikan dengan surat penugasan dari:

a. Instansi;

b. Lembaga;

c. Kantor; atau

d. perusahaan yang mempekeiakan.

Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali,
maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk cdon peserta didik pada

sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas omng tua/wali
dipriorotaskan pada jarak tempat tinSgal calon peserta didik yang

terdekat dengan sekolah.

(1)

(21

(3)

(4)



(1)

12)

(3)

(.+)

P.rrgrrf 5
.rrlur Prartsrl

Prtrl 23

Jalur Prestasi adalah seleksi Calon Peserta Didik balru berdasarkan

prestasi yang dicapai Peserta Didik berdasarkan perolehan nilai rapor

maupun prestasi yang diperoleh melalui perlombaan dan/atau
penghargaal;

Kuota paling banyak 25o/o (dua puluh lima persen) ja.lur prestasi

sebagairnara dimaksud dalam Pasal I 1 ayat (5) huruf d tediri dari:

a. kuota jalur prcstasi berdasarkan nilai rapor kelas 4,5 dan

semester 1 kelas 6 pada mata pelajaran Pendidikan Aga:na dar Budi

Pekerti (PABfl, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn),

Balasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (lPA), Ilmu

Pengetahuan Sosial (lPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP),

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK);

b. kuota jalur prcstasi berdasarkan perlombaan dan /atau
penghargaan di bidang akademik maupun non-a-kademik pada

tingkat intemasional, tingkat nasional, tingkat prcvinsi, tingkat
kabupaten/ kota, dar kecamatan

Ja.tur prcstasi berdasarkan perlombaan dan/ataupenghargaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan bagi

perlombaan dan/atau p€nghargaan yang disetenggarakan oleh

Kementeriar Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian

Agama.

Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga)

tahun sejal tanggat pendaftaran PPDB.

p.t l24
Calon Peserta Didik jalur prestasi berhak memitih paling banyak 3

(tiga) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam

Wilayah Zonasi.

Selain melakukan penda-ftaran PPDB melalui jalur prestasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Calon Peserta Didik jalur
prestasi dapat meliakukan pendaftaran sebanyak I (satu) pilihan
Sekolah yang disetenggarakan oleh masyarakat.

(1)

12)



(11

(2)

(3)

(4)

Parll 25
Dalam proses seleksi ppDB sebagaimana dimalsud dalam pasal 13 tidak
menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Baglan l(cttga
pctr Lrnrln ppDB

Prntrlf I
Trhrp pchttrnlr.a ppDB

prral 26
Pemerintah Daerah menyelenggarakan ppDB SD dal SMp dalam
jaringan (darin$ dan di luar jaringan dengan menerapkan protokol
pencegahan Covid- 19.

TK dapat menyelenggara.kan ppDB di dalam atau di luar jaringan
dengaa menerapkan prctokol pencegahan Covid- 19.

PPDB dalam jaringan (daring) sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

dan ayat (21 adalah sistem aplikasi ppDB yang dikembangkan Dinas
berdasarkan norma PPDB yang telah ditetapkan.
Hasil PPDB da.lam jaringan (daring) merupakan daftar urutan Calon
Peserta Didik yang terdapat pada tampilar data datam jaringan (daring)

sesuai kuota/daya tampung masing-masing Sekolah, diumumkan
secara serempak, transparan, dan akuntabet dalam jaringan (daring).

Hasil PPDB dalam jaringan (daring) diserahkan kepa.da Kepala Sekolatr
untuk ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, scbagai peserta didik di
Sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

psrl,l27
Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

a. pengumumnn p€ndaftaran;

b. f,endaftarar;
c. seleksi sesuai dengal jatur pendaftaran;

d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
e. daftar ulang.

Penetapan wal<tu dan tahapan pelaksanaan setiap jatur pendaftaraa
PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas paling lambat minggu terakhir
bulan April.

(s)

(1)

12)



(3) Pcngumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran da.lam
PPDB,

(4) Penetapan Peserta Didik baru dilalekan berdasarkan hasil rapat
Dewan Guru yarg dipimpin oleh Kepala Sekotah dan ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Sekolah.

(5) Pelaksaraan PPDB pada Sekolah yang menerima dana Bantuan
Operasional Sekolah tidak boteh memungut biaya.

(6) Sekolal yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah tidak boleh:
a. melakukan pungutan dan/atau sumbangar yang terkait dengan

pelalsanaan PPDB maupun prerpindahan peserta didik: dan
b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku

tertentu yang dikaitkan dengan ppDB.

Panisaf 2
PctlguEumen pcndrftaren ppDB

Prnl 2t
(l) Dinas mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan ppDB

kepada masyarakat dilakukan secara terbuka melalui papan
pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

(2) Pengumuman pendaftarar penerimaan Calon peserta Didik baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat
minggu penama bulal Juni.

P.ragrf 3

Pcnglrlen Deta Dlrl
Pa$l 29

(l) Sekolah asal Calon Peserta Didik mengisi data diri dan mengunggah

dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman
pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

(2) Dokumen p€rsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri
dari:

a. Akta Ketrahiran calon peserta didik;
b. Kartu Keluarga;

c. Kartu Tanda Penduduk (KTp) orang tua;
d. Dokumen kelulusa:r SD;



(31

(4)

e. Kartu pengendali program kemiskinan diantaranya Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS); Kartu lndonesia Sehat (KIS); Kartu Indonesia

Pintar (KIP); Kartu Program Keluarga Hampan (PKH); Penerima

Bantuan Pangan Non T\rnai (BPN'I); Terdaftar pada Data Terpadu

Kerawaran Sosial (DTKW) Dinas Sosial Pemerintah Daerah bagi

calon peserta didik jalur afirmasi RMP;

f. Surat pindah tugas bagi calon peserta didik jalur perpindahan

tugas orang tua/wali atau Surat Keterangan Belajar Mengajar

(SKBM) bagr euru;
g. Sertifikat atau Piagam Penghargaan bagi calon peserta didik jalur

prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan; dan

h. Nilai rapor kelas 4, 5 dan semester 1 kelas 6 bagi calon pes€rta

didik jalur prestasi berdasarkan nilai rapor.

Dalam hal Calon Peserta Didik berasai dari Sekolah yang berada di luar

kewenangan Dinas maka Calon Peserta Didik melakukan pengisian

data diri secara mandiri dan dapat dibantu oleh Sekolah tujuan

dengan menerapkan protokol pencegahan Covid- 19.

Sekotah asal atau Sekolah tujuan wajib melakukan konfirmasi

kebenaran data diri yang dibuktikan dengan pemyataan tertulis dari

Calon Peserta Didik.

Prngnf 4

Pcndrftaraa

Prrd 3()

Calon Peserta Didik menyampaikan Sekolah pilihan untuk didaftarkarr

oleh sekolah asal menggunakan mekanisme dalam jaringan,

Dalam hal Calon Peserta Didik berasal dari Sekolah yang berada di luar

kewenangan Dinas maka Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran

secara mandiri dan dapat dibartu oleh Sekotah tujuan dengan

menerapkan protokol pencegahan Covid- 19.

Sekolah asal atau Sekolah tujuan wajib melakukan konflrmasi Sekolah

pilihan yang dibuktikan dengan pemyataan tertulis dari Calon peserta

Didik.

(r)

(21

(3)



(1)

Prragnf s
SalcL.l
PrEl Al

Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orarg tua/wali untuk
Calon Peserta Didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan
kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
a. usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 darr pasal 6 ayat (1);

dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekotah dalam Wilayah Zonasi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Jika usia Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
sama, maka f,enentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat
tinggal Calon Pesena Didik yang terdekat dengan Sekolah.

Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas I (satu) SD tidak boleh
dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

pmd 02
Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMp jalur zonasi
dilakukan dengan memprioritaskan jarat( tempat tinggal terdekat ke
Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.

Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan Sekolah
sebagaiEana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk
pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta

Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta
kelaliran.

Prgl 33
(1) Seleksi Calon Peserta Didik baru ketas 7 (tujuh) SMp jalur afirmasi

dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinBgal terdekat ke
Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.

(2) Jika kuota/daya tampung Sekotah sebagaimana dima-ksud ayat (1)

tidak tersedia, Dinas menempatlan Calon peserta Didik baru jalur
afirmasi RMP ke Sekolah dalam satu Wilayah Zonasi atau Wilayah
Zonasi terdekat.

(2)

(3)

(1)

(2)



(1)

(2)

pa.rl g4

Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMp jalur
perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengar memprioritaskan
jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolai dalam Wilayah Zonasi yallg
ditetapkan.

Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan Sekotah

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sama, ma}a seleksi untuk
pemenuhan kuota/daya t mpung terakhir menggunakan usia peserta

Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangar lahir atau akta
kelahiran.

pat l gE

Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMp jalur prestasi

berdasarkan nilai rapor dilakukan dengan p€nentuan pemeringkatan
jumlah nilai rata-rata pengetaiuan pada mata pelajaran pendidikan

Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan pancasila darr

Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, IImu
Pengetahuan Alam (lPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IpS), Seni Budaya

dan hakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehataa

(PJOK) kelas 4,5 dan semester I kelas 6.

Jika julr ah nilai rata-rata rapor Calon Peserta Didik baru

sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk
pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunalan nilai rata-rata
tertinggi berdasa-rkan urutan mata pelajaran Pendidikan Agama dal
Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewargaregaraan
(PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu pengetahuan Alam (IpA),

llmu Pengetahuan Sosial (lPS), Seni Budaya dan prakarya (SBdp),

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK).

p.t 136
Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMp ja.lur prestasi

hasil perlombaan/penghargaan ditakukan berdasarkan skor sertifi kat
kejuaraan atau p€nghargaan.

Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi
perlombaan dan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik
yaJlg memiliki skor sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya

(r)

l2l

(r)

l2l



tampung terakhir menggunakan usia peserta Didik yang tebih tua
berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

(3) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan scbagaimana
dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampir-an I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Prr.l 37
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru
(1) Daftar pendaftar PPDB ditayangkan secara da.lam jaringan (daring),

sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggat yang
bersargkutan dengan masajeda maksimal I (satu) hari.

(2) Hasil akhir PPDB adalah pemeringkatan daJtar Calon peserta Didik
yang ditayangkan pada sistem ppDB dalam jaringan (darind sesuai
dengan jadwal petaksanaan PpDB.

(3) Kepala Sekotah melalui rapat dewan guru menetapkan Calon peserta

Didik berdasarkan hasil akhir ppDB menjadi peserta didik sekolah
masing-masing.

(4) Calon Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diumumkan metalui website

http: / / disdik.barmkab. go.id.

Prlal Bt
Apabila berdasarkan hasit seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah
Calon Peserta Didik yarg metebihi daya tampung, maka Sekolah wajib
melaporkan kelebihan Calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas
sesuai dengan kewenangannya.

Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan
Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (t) pada

Sekolah lain dalam Wilayah nasi yang sama.

Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada Wilayah Zonasi yang
sama sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta

Didik disalurkan ke Sekolah lain dalam Wilayah Zonasi terdekat.
Penyaluran pesena didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yallg diselenggarakan
oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh pemerinta_h

Daerah.

(l)

(2)

(3)

(4)



(s) Ketentuan sebagaimara dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

dilakukar sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi ppDB.

pangnf 6

Drftar ULag
parl 39

Calon Peserta Didik yang dinyata-kan diterima dalam Sistem ppDB
dalam jaringan (daring) diwajibkar daftar ulang ke Sekolah yang
menerima.

Dalam rangka daftar ulang Caton peserta Didik yang dinyatakan
diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan,

BAB ry
SEI(OI.AH PEREATAAAT

paarl .l{)

Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SD bagi Calon peserta

Didik dari luar Daerah Kabupaten ditentukan oleh sekolah dengan
kuota paling barryal< 3Glo (tiga puluh persen) dari jumlah total kuota
kes€luruhan.

Kuota Sekolah perbatasan pada jenjaag SMp bagi Calon peserta Didik
dari luar Daerah Kabupaten paling banya-k 5% (lima persen] dari
juII ah total kuota keseluruhan.

Sekolah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum
dalam L€mpiran lt yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paral 4l
Pendaftaran PPDB bagr calon peserta didik yarrg berdomisili di
luar Daerah Kabupaten dilalsanakan melalui Jalur Zonasi atau Ja.lur
Prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan.

C€lon pes€rta didik dari luar Daerah Kabupaten melalui jalur zonasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berhak memilih 1 (satu) pilihar
Sekolah Perbatasan.

Calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten Jalur prestasi

berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak memilih 1 (satu) pilihan Sekolah di
Daerah Kota.

(l)

12)

(1)

12)

(3)

(r)

t2l

(3)



(4)

(s)

Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten Jalur Zonasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilalukan dengan
memprioritaskan jarak tcmpat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.
Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten Jalur h€stasi
berdasarkan perlombaan dal/atau penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkar pemeringkatar jumlah skor
perlombaan dan/atau penghargaan.

BA8 V
PERPIITDAHAII PESERTA DIDIT

prral 42
Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam satu Daerah
Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah provinsi, atau
antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah
asal dan Kepa.la Sekotah yang dituju.
Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah da.lam satu Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
setelah I (satu) tahun pelajarar.

Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam satu
Daerah Provinsi, atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dapat dilakukan setelah 1 (satu) semester tahun petajaran.
Dalam hal terdapat perpindahan peserta Didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), maka Sekolah yang bersangkutan wajib
memperbahami Dapodik.

Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (4) wajib memenuhi ketentuan persyaratan ppDB, Sistem Zonasi,
dan Rombongan Belajar yang berpedomal pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pqral tL3

(1) Peserta Didik setara SD di negara lain dapat diterima setetah

memenuhi:

surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;

surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang
pendidikan dasar dan menengah; dan

lulus tes kelayakan darr penempatan yang disetenggarakan oleh

sekolah.

(r)

(2)

(3)

(4)

(s)

a

b

c.



(1)

t2)

(2) Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat diterima setelah:

a. menyerahkan fotokopi ljazah atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa pes€rta didik yang bersangkutan telah
menyelesaikan pendidikarr jenjang sebelumnya;

b. surat pemyataan dari kepala Sekolah asal;

c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang
pendidikan dasar dan menengah; dan

d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh
sekolah.

paial 44
Peserta Didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di
SD tidak pada awal ketas I (satu) setelal lulus tes ketayakan dan
penempatan yarg diselenggaralan oleh Sekolah.

Peserta Didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di
SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

a. memiliki tazah kesetaraan pmgram Paket A; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh

sekolah.

Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan

nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2)., dar ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib

memperbaharui Dapod ik.

BAB VI
IIE?AII?TIAAT DAr PE1IGAWASAIT

Beglan Kcratu

Ilepenltlraa
Par.l 45

Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:

a. panitia PPDB tingkat Daemh Kabupaten;dan

b. panitia PPDB tingkat Satuar Pendidikan.

Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan

Pendidikan.

(3)

(1)

(21

(3)



(4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan Sekotah wajib melaporkan
pelaksanaan PPDB kepada Dinas melalui Panitia PPDB tingkat daerah

Kabupaten.

Prr.l 46
Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau

pelaksanaan PPDB.

Brglea Kcdur
P.ErBtturn drtr P.Btrrarln

Prtd +7

(1) Pemantauan pelaksanaa-n PPDB dilakukan oleh Tim atau Kelompok

Kerja bida-ng pengawasan daII pengendalian.

(2) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah ats.u pejabat

yang ditunjuk Kepala Dinas.

(3) Sekolah melal<sanakan pengawasan dan koordinasj pengawasan

bersama Komite Sekolah terhadap penyelenggaraa:r ppDB di sekolah

(4) Dinas melaksanakan pengawasan dan koordinasi pengawasan

bersama Dewan Pendidikaa Kabupaten Barnr terhadap pengelolaan

dar penyelenggaraan PPDB secara keseluruhan.

(5) Dinas akan menerima masukan dari lembaga pengawasan

yang merniliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai

ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6) Hasil pengawasan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi

tindak lanjut kepada Bupati.

Baltrn Kctlgr
Pcngaduan

Prrl 4t
(1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan

dana-kuntabel permasa.lahan yarlg ditemukan pada ppDB dapat
dilaporkan datam bentuk pengaduan.

(2) Pengaduan penyelenggaraan PPDB mencakup pengawasan

administratif darr teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undargan.

(3) Pengaduan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahutu

disampaikan kepada Panitia PPDB sckolal asal



(4)

(s)

Apabila pengaduan tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam

waktu 2 (dua) hari keia, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB

tingkat Daerah Kabupaten.

Pengaduan dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan ppDB dan

pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB disampaikar melalui laman

website http://disdik.barn.rkab.go.id.

BAB Vtr
I{ETETVTUAII PEITUTI'P

Perd 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru

Nomor 21 Tahun 202O tents.ng Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan

Peserta Didik Baru Pada Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak, Sekotah

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten BamI

Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakaa tidak berlaku.

Pasl 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Baru.

ea22

Diundangkan di Barru

pada tanggal

SEKRETIIRIS DAERAII KABI'PATEIT BARRU,

Ditetapkan di Ba-rru

paaa qrngga I JU!
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III PIRAIT I
PERATURAIT BUPATI BARRU

NOMOR 36 TAHUN 2022

TEI{TAITG

PEITERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA

TAMAN XAITAX-KA.ITAI{, SENOLAH DASAR

DAN SEI(OLAH MEI{ENGAH PERTAMA

SXOR SERTIFII(AT XE'UARAAI{ DAIT/ATAU PEI{GIIARGAA.IT

A. PENSKORAN JALI'R PRESTASI XEJUARAAN YAITG
DISELEI{GCiARAI(AIT OLEII KEMDIIIBI'D DAI{ XEMENAG

NO. TINGKAT KEJUARAAN

SKOR

PERORANGAN BEREGU

1 Juara 1 International (Sea
Games, Asiafl

DITERIMA DITF]RIMA

2 Juara 2 International (Sea
Games, Asian

DITERIMA DITERIMA

3 Juara 3 Intemational (Sea
Games. Asian

DITERIMA DITERIMA

4 Juara I Nasional DITERIMA D]TERIMA
5 Juara 2 Nasional D]TER]MA DITERIMA
6 Juara 3 Nasional DITERIMA D]TERIMA
7 Juara I Provinsi DITERIMA DITERIMA
8 Juara 2 Provinsi DITERIMA DITERIMA
I Juara 3 Provinsi DITERIMA DITERIMA
l0 Juara 1 Tk. Kota t75 87
11 Juara 2 Tk. Kota 150 75
12 Juara 3 Tk. Kota t25 62
13 Juara I Tk. Kecamatan 50 20

B. PEITSI(ORAIY .IALI'R PRESTTASI KE.'I'ARAAN YAITG DISELEITGGARAIS.IT
SELIU]I OLEH IGMDIKBI'D DAII I(EftIEITAG

NO
TINGKAT

KEJ UARAA
SKOR

PERORANGAN BEREGU
I Juara I lntemalional t2s 95
2 Juara 2 Intemational 120 90
3 Juara 3 Intemational 115 85
4 Juara 1 Asia 110 80
5 Juara 2 Asia 105 75
6 Juara 3 Asia 100 70
7 Juara I Asean o< 65
8 Juara 2 Asearr 90 60
9 Juara 3 Asean 85



NO
TINGKAT

KEJUARAA
SKOR

PERORANGAN BEREGU

l0 Juara 1 Nasional 80 50
11 Juara 2 Nasional 75 45
t2 Juara 3 Nasional 70 40
t3 Juara 1 Propinsi 65 35
l1 Juara 2 Propinsi 60 30
l5 Juara 3 Propinsi 55 25
16 Juara I Tk. Kota 50 20
t7 Juara 2 Tk. tbta 45 l5
l8 Juara 3 Tk. Kota 40 10

C. PEITSKORAN PENGHARGAAN

NO
TINGKAT

PENCHARGAA
PEMERINTAH NON PEMERINTAH

PERORANCAN BEREGU PERORANGAN BEREGU

1 Tingkat 25 15
2 Tingkat Asia 22 1l
3 Tingkat Asean 20 10
4 Tingkat Nasional 25 l5 t7 87

Tingkat Propinsi .tc l1 15 75
6 Tingkat Kota/ I(ab 20 l0 12 62

SUARDI SAIEH



LA.trIPIRAIT II
PERATURAN BI'PATI BARRU

ITOMOR 36 TAHI,N 2022
TENTAITG

PEITERIMAAN PESERTA DIDIN BARU PADA

TAMAIT XAITAX.KANAI(, SEKOIIIH DASAR

DA]T SEKOL/IH MEITENGAH PERTAMA

DAI'TAR SEKOLAII PERBATASAIT

A. SEKOLAH DASAR PERBATASAN

NO NAMA SEKOLAH
1 UPTD SDN 145 BARRU
2 UPI'D SDN 68 BARRU
3 UPID SDN 1O1 BARRU
+ UPTD SDN 1O2 BARRU
5 UPTD SDN 84 BARRU
6 UPID SDN 154 BARRU
7 UPID SDN 114 BARRU
8 UPID SDN 79 BARRU
9 UPfD SDN 94 BARRU
l0 UPTD SDN 30 BARRU
11 UPID SDN 36 BARRU
t2 UPID SDN 23 BARRU
13 UPID SDN 182 BARRU
14 UPID SDN 106 BARRU
15 UPID SDN 120 BARRU
16 UPID SDN I49 BARRU
l7 UPTD SDN 130 BARRU

B. SEKOLAH MENEI{GAH PERTAMA PERBATASAN

NO NAMA SEKOLAH
1 UPTD SMPN 25 BARRU
2 UPTD SMPN 10 BARRU
3 UTTD SMPN 27 BARRU
4 UPTD SMPN 19 BARRU

5 UPID SMPN 22 BARRU
6 UPTD SMPN SATAP 16 BARRU
7 UPID SMPN 6 BARRU

SUARDI SAIEH


